
 

 

 

 

 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 

 

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 

NOMOR : 050/ 02 /BAPP-IV/2019 

 

 

T E N T A N G 

 

 

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH 

(TKPKD) KABUPATENKOTAWARINGIN BARAT  

TAHUN ANGGARAN 2019  

 

 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 

 

 

Menimbang   :  a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan 

Pemerintah dalam pelaksanaan penanggulangan 

kemiskinan, perlu membentuk Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) 

Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019; 

b. bahwa untuk membentuk Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) 

sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotawaringin 

Barat. 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820);  

http://cbs.iSkysoft.com/go.php?pid=3152&m=db


2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional, (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4456); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang 

BPJS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5256); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 

Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3373); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 

tentang Pengelolaan Pertanggung jawaban Keuangan 

Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 202, tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4022); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 

Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 

2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 694); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 

Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten 

Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Barat Nomor 4). 

 

 

M E M U T U S K A N : 

 

Menetapkan :  

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 

Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya 

di sebut TKPKD, dengan susunan dan keanggotaan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan 

ini. 

KEDUA : TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana 

dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai  tugas:  

a. Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan 

di Kabupaten Kotawaringin Barat;  

b. Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan 

kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat. 

KETIGA : TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam 

melaksanakan tugas mengkoordinasikan kebijakan dan 



program penanggulangan kemiskinan sebagaimana 

dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a, 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Pengkoordinasian penyusunan Strategi 

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) 

Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai dasar 

penyusunan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 

di bidang penanggulangan kemiskinan; 

b. Pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang 

penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan 

Renstra SKPD; 

c. Pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang 

penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan 

rancangan RKPD; 

d. Pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang 

penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan 

Renja SKPD; dan  

e. Pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan 

dokumen rencana pembangunan daerah bidang 

penanggulangan kemiskinan. 

KEEMPAT : TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam 

melaksanakan tugas mengkoordinasikan pengendalian 

pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan 

sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b, 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak 

lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan 

kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai 

dengan kebijakan pembangunan daerah; 

b. Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok 

program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD 

yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan 

dana dan kendala yang dihadapi; 

c. Penyusunan hasil pemantauan pelaksanan program 

dan atau kegiatan program penanggulangan 

kemiskinan secara periodik; 

d. Pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan 

atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;  

e. Pengendalian penanggulangan pengaduan 

masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan 

f. Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian 

program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati 

Kotawaringin Barat dan Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).  

KELIMA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPKD 

Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud 



dalam diktum KEDUA dibentuk Sekretariat TKPKD 

Kabupaten Kotawaringin Barat. 

KEENAM : Sekretariat TKPKD sebagaimana dimaksud dalam 

diktum KELIMA mempunyai tugas memberikan 

dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan 

kebijakan kepada TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat. 

KETUJUH : Sekretariat TKPKD sebagaimana dimaksud dalam 

diktum KEENAM berkedudukan di Badan Perencanaan 

Pembagunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

KEDELAPAN : Sekretariat TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

diktum KEENAM bertanggungjawab kepada Ketua 

TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat. 

KESEMBILAN : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas 

Sekretariat TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat 

sebagaimana dimaksud pada diktum KENAM dibentuk 

Kelomok Kerja.  

KESEPULUH : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum 

KESEMBILAN terdiri atas : 

a. Kelompok Kerja Pendataan dan Sisten Informasi; 

b. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan; dan 

c. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat. 

KESEBELAS : Kelompok Kerja Pendataan dan Informasi sebagaimana 

dimaksud dalam diktum KESEPULUH huruf a 

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

Sekretaris TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam 

mengelola data dan sistem informasi penanggulangan  

kemiskinan. 

KEDUABELAS : Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

diktum KESEBELAS, menyelenggarakan fungsi: 

a. Pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan; 

b. Pengembangan indikator kemiskinan daerah; 

c. Pengembangan sistem informasi kemiskinan; dan 

d. Penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini 

kondisi dan permasalahan kemiskinan. 

KETIGABELAS : Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum KESEPULUH huruf b 

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

Sekretaris TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam 

memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan 

dalam penanggulangan kemiskinan. 

KEEMPATBELAS : Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

diktum KETIGABELAS, menyelenggarakan fungsi : 



a. Perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat 

dengan pemerintah daerah; dan 

b. Perumusan pembinaan hubungan dunia usaha 

dengan pemerintah daerah. 

KELIMABELAS : Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat sebagaimana 

dimaksud dalam diktum KESEPULUH huruf c 

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

Sekretaris TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam 

memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat 

program penanggulangan kemiskinan. 

KEENAMBELAS : Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

diktum KELIMABELAS menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan 

pengaduan masyarakat terkait kegiatan 

penanggulangan kemiskinan; 

b. Perumusan dan penyiapan bahan kampanye 

penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat 

terkait dengan penyelenggaraan kegiatan 

penanggulangan kemiskinan; dan 

c. Perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan 

kampanye tentang perlunya pendampingan 

masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada 

penyelenggaraan kegiatan penanggulangan 

kemiskinan. 

KETUJUHBELAS : TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

diktum KEDUA dibantu kelompok program 

penanggulangan kemiskinan. 

KEDELAPANBELAS : Kelompok program penanggulangan kemiskinan 

sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUHBELAS 

terdiri atas :  

a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis 

keluarga; 

b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan 

berbasis pemberdayaan masyarakat; 

c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan 

berbasis pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil; 

dan 

d. Kelompok program lainnya, yang dibentuk sesuai 

kebutuhan daerah. 

KESEMBILANBELAS : Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis 

keluarga sebagaimana dimaksud dalam diktum 

KEDELAPANBELAS huruf a, melaksanakan sebagian 

tugas TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam 



melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di 

bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. 

KEDUAPULUH : Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis 

pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud 

dalam diktum KEDELAPANBELAS huruf b, 

melaksanakan sebagian tugas TKPKD Kabupaten 

Kotawaringin Barat dalam melakukan koordinasi 

penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan 

masyarakat. 

KEDUAPULUH SATU : Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis 

pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil 

sebagaimana dimaksud dalam diktum 

KEDELAPANBELAS huruf c, melaksanakan sebagian  

tugas TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam 

melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di 

bidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. 

KEDUAPULUH DUA : Kelompok Program Lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam diktum KEDELAPANBELAS huruf d, 

melaksanakan sebagian tugas TKPKD Kabupaten 

Kotawaringin Barat dalam melakukan koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan di bidang lainnya. 

KEDUAPULUH TIGA : Mekanisme pelaksanaan koordinasi penanggulangan 

kemiskinan dilaksanakan sebagai berikut: 

a. Rapat Koordinasi TKPKD Kabupaten Kotawaringin 

Barat dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 

(satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan 

kebutuhan; 

b. Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf 

a, dipimpin oleh Ketua TKPKD Kabupaten 

Kotawaringin Barat; 

c. Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf 

a, membahas :  

1) Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan 

Daerah (SPKD) Kabupaten Kotawaringin Barat. 

2) Penyusunan Program-program Penanggulangan 

Kemiskinan dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten 

Kotawaringin Barat. 

3) Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan. 

KEDUAPULUH EMPAT : Mekanisme pelaporan penanggulangan kemiskinan 

dilaksanakan sebagai berikut : 

a. Bupati melaporkan pelaksanaan penanggulangan 

kemiskinan di Kabupaten kepada Gubernur; 

b. Laporan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf 

a, disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 



(satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan 

kebutuhan. 

KEDUAPULUH LIMA : Pembinaan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan 

sebagai berikut : 

a. Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan 

penanggulangan kemiskinan di Kabupaten 

Kotawaringin Barat; 

b. Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, meliputi pemberian bimbingan, supervisi, 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

penanggulangan kemiskinan. 

KEDUAPULUH ENAM  : Bagan Struktur TKPKD Kabupaten sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. 

KEDUAPULUH TUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, TKPKD Kabupaten 

Kotawaringin Barat bertanggung jawab kepada Bupati 

Kotawaringin Barat. 

KEDUAPULUH DELAPAN : Apabila selama tahun anggaran berjalan, terjadi 

mutasi/pergantian Pejabat di Instansi/Dinas/Unit Kerja, 

maka Pejabat Pengganti yang baru berfungsi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan 

Bupati ini. 

KEDUAPULUHSEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya 

Surat Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten 

Kotawaringin Barat. 

KETIGAPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan 

mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai 

dengan 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila 

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam 

penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana 

mestinya. 

 

 

Ditetapkan  di  Pangkalan Bun 

pada tanggal   7 Januari  2019 

 

 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 

 

 NURHIDAYAH 



 

 

 

 

 

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth: 

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun; 

2. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun; 

3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;  

4. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun; 

5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kotawaringin Barat di 

Pangkalan Bun; 

6. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan 

sebagaimana mestinya.  



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 

NOMOR : 050 / 02 /BAPP-IV/ 2019 

TANGGAL : 07 JANUARI 2019 

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN 

KEMISKINAN DAERAH (TKPKD) KABUPATEN 

KOTAWARINGIN  BARAT TAHUN ANGGARAN 2019 

   

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN 

DAERAH (TKPKD) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  

TAHUN ANGGARAN 2019 

 

No. 

Urut 
Jabatan Pokok 

Jabatan dalam 

Tim 

1 2 3 

1. Bupati Kotawaringin Barat  
Penanggung 

Jawab 

2.  Wakil Bupati Kotawaringin Barat Ketua 

3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Wakil Ketua 

4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Sekretaris 

5. 
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Kotawaringin Barat 
Wakil Sekretaris 

 

6. SEKRETARIAT  

 a. Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Kepala  

 
b. Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin 

Barat 
Wakil Kepala 

 
c. Kasubbid Kesehatan dan Sosial BAPPEDA                      

Kabupaten Kotawaringin Barat 

Anggota 

 
d. Kasubag Keuangan BAPPEDA Kabupaten 

Kotawaringin Barat 

Anggota 

 

e. Kasubid Pendidikan, Pemuda Olahraga dan 

Kebudayaan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin 

Barat 

Anggota 

 
f. Pelaksana Bidang Pengendalian, Evaluasi dan 

Pelaporan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat 

Anggota 

 
g. Pelaksana Bidang Sosial dan Pemerintahan 

BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat 

Anggota 



 
h. Pelaksana Bidang Ekonomi BAPPEDA Kabupaten 

Kotawaringin Barat 

Anggota 

 
i. Pelaksana Sub Bagian Perencanaan BAPPEDA 

Kabupaten Kotawaringin Barat 

Anggota 

 

7. KELOMPOK KERJA  

 
A. KELOMPOK KERJA PENDATAAN DAN 

INFORMASI 
 

 
a. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan BAPPEDA 

Kabupaten Kotawaringin Barat 
Kepala  

 
b. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Kotawaringin Barat 
Wakil Kepala 

 

c. Kepala Bidang Penelitian dan Dokumen 

Perencanaan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin 

Barat 

Anggota 

 
d. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat 

Anggota 

 
e. Kasubid Data dan Informasi BAPPEDA Kabupaten 

Kotawaringin Barat 

Anggota 

 

 

 
B. KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN 

KEMITRAAN 
 

 
a. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana BAPPEDA 

Kabupaten Kotawaringin Barat 
Kepala  

 

b. Kepala Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan  

SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin 

Barat 

Wakil Kepala 

 
c. Kepala Bidang Ekonomi BAPPEDA Kabupaten 

Kotawaringin Barat 

Anggota 

 

d. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Desa 

Tertinggal Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin 

Barat 

Anggota 

 

 C. KELOMPOK KERJA PENGADUAN MASYARAKAT  

 
a. Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan 

Pelaporan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat 
Kepala  

 b. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Wakil Kepala 



Barat 

 

c. Kepala Bidang Kelembagaan, Perkembangan Desa 

dan Pelayanan Sosial Dasar Dinas PMD Kabupaten 

Kotawaringin Barat 

Anggota 

 
d. Kasubid Pemerintahan dan Aparatur BAPPEDA  

Kabupaten Kotawaringin Barat 

Anggota 

 

8. KELOMPOK PROGRAM :  

 
A. KELOMPOK PROGRAM BANTUAN SOSIAL 

TERPADU BERBASIS KELUARGA 
 

 
a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Ketua 

 b. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Wakil Ketua 

 
c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin 

Barat 
Anggota 

 
d. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Kotawaringin Barat 

Anggota 

 

e. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, 

PA,Pemberdayaan Penduduk dan KB                        

Kabupaten Kotawaringin Barat 

Anggota 

 
f. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan 

Imanuddin Pangkalan Bun  

Anggota 

 
g. Kepala Perum BULOG Sub Divisi Regional Wilayah 

III Pangkalan Bun  

Anggota 

 

 
B. KELOMPOK PROGRAM BERBASIS 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
 

 
a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan 

Ruang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Ketua 

 
b. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan 

Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat 
Wakil Ketua 

 
c. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten 

Kotawaringin Barat 

Anggota 

 
d. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Pemukiman Kabupaten Kotawaringin Barat 

Anggota 

 
e. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat 

Anggota 

 

 



 

C. KELOMPOK PROGRAM BERBASIS 

PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MIKRO DAN 

KECIL 

 

 
a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda 

Kabupaten Kotawaringin Barat 
Ketua 

 
b. Kepala Dinas Perindag, Koperasi dan UKM 

Kabupaten Kotawaringin Barat 
Wakil Ketua 

 
c. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Kabupaten Kotawaringin Barat 

Anggota 

 
d. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin 

Barat 

Anggota 

 
e. Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian 

Kabupaten Kotawaringin Barat 

Anggota 

 
f. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi & 

Masyarakat Dinas PMD 

Anggota 

 
g. Pimpinan PD. BPR Marunting Sejahtera Pangkalan 

Bun 

Anggota 

 

 

 

 D. KELOMPOK PROGRAM LAINNYA  

 
a. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kotawaringin Barat 
Ketua 

 
b. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Kotawaringin Barat 
Wakil Ketua 

 
c. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Kotawaringin Barat 

Anggota 

 

 

 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 

 

NURHIDAYAH 

 

 



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 

NOMOR : 050 / 02 /BAPP-I/ 2019 

TANGGAL :  07  JANUARI  2019 

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI 

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH 

(TKPKD) KABUPATEN KOTAWARINGIN  

BARAT TAHUN ANGGARAN 2019   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

BAPPEDA 
KAB. KOTAWARINGIN BARAT 

JABATAN PARAF 

1. WAKIL BUPATI  

2. SEKDA  

3. ASISTEN  

4. KEPALA  

5. SEKRETARIS  

6. KEPALA BIDANG  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 

 

NURHIDAYAH 
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